BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

a.

C.

KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat
rujukan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit
Umum Daerah Ciawi Kelas B, Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah
Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B, Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C
sebagai landasan yuridis dalam Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai
ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah
Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B, Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B, Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C
dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
Kelas C harus dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Mengatur tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat...



Mengingat

1.

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan...



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi
Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
13), Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14), Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 54) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C
(Lembaran Daerah Kabupaten  Bogor Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 64), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pejabat struktural dan fungsional yang ada pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong,
Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi tetap melaksanakan tugas sampai dengan
dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang pembentukan, struktur organisasi dan tata
kerja rumah sakit umum daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor;

b. Pencantuman Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang
dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor pada Dokumen Rencana Jangka
Menengah Daerah 2013-2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah
dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2018 dibaca sebagai Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;

c. pengalokasian...



c. Pengalokasian anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi,
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum
Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mulai Tahun Anggaran
2018 adalah alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi,
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum
Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bogor;

d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
yang memegang jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Ciawi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebelum Peraturan Daerah
ini mulai berlaku:

1. mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  Tahun
Anggaran 2017;

2. bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun bahan
perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2019;dan

3. menyiapkan bahan laporan keuangan dan laporan kinerja Tahun
Anggaran 2017,

e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan fasilitasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
melakukan penataan administrasi pengelolaan barang milik daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan fasilitasi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor
melakukan penataan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BOGOR,
Ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR
Ttd

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (10/310/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOGOR

UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara
profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang merupakan hak
setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor telah
dibentuk 4 (empat) Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B, Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Cibinong Kelas B, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang
Kelas C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai
Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah
sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat mendirikan rumah sakit
dengan ketentuan rumah sakit tersebut harus berbentuk Unit Pelaksana
Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu
atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi di
bidang kesehatan adalah perangkat daerah di Kabupaten Bogor yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

Dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, tidak dikenal lagi istilah Lembaga Teknis Daerah
sebagai bagian dari Perangkat Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 209
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten terdiri atas Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Urusan ...



Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah masing-masing
diwadahi dalam bentuk dinas dan dinas adalah sebagai unsur pelaksana.
Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar adalah Kesehatan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan di rumah
sakit menjadi urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas, yaitu Dinas

Kesehatan.

Sebagai turunan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai
perangkat daerah, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa pada Dinas di Kabupaten dapat
dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain unit
pelaksana teknis dinas tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terdapat pula unit pelaksana teknis dinas
Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional
dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah
Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit
dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum Daerah serta dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah

Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
tersebut, Rumah Sakit Daerah Kabupaten dibina dan bertanggung jawab
kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan sejalan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka 4 (empat) Rumah
Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor adalah sebagai Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan...
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka

peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan Rumah Sakit Umum

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu dicabut dan dalam

peraturan daerah ini perlu pula diatur ketentuan yang bersifat peralihan

dengan maksud untuk mengisi kekosongan hukum akibat dicabutnya

peraturan daerah-peraturan daerah pembentukan rumah sakit dalam rangka

tetap terlayaninya kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tetap melaksanakan tugas sampai dengan
dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati” adalah
bahwa pejabat struktural dan fungsional yang ada pada Rumah
Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong,
Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dalam pelayanan kesehatan pada masing-masing rumah
sakit sesuai penugasan yang diberikan sebelum terbitnya
Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantiknya pejabat baru
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja. Dengan demikian pejabat struktural dan
fungsional yang bersangkutan tetap memperoleh hak kepegawaian
dan hak keuangan sebagaimana diterima sebelum berlakunya

peraturan daerah ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dibaca sebagai Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor” adalah bahwa Rumah
Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong,
Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tanpa harus merubah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah
dan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018, yang dalam dokumen-
dokumen tersebut Rumah Sakit Umum Daerah merupakan
perangkat daerah tersendiri.

Huruf c...



Pasal 3

Huruf ¢

Dengan ketentuan ini maka anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
mulai Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Kesehatan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah” adalah dukungan administrasi, teknis dan
bahan kebijakan untuk memperlancar penataan adminitrasi
pengelolaan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitasi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan” adalah dukungan administrasi, teknis dan bahan
kebijakan  untuk  memperlancar penataan  administrasi
Kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 100
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